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								    				    BAB I PENDAHULUAN A.



Latar Belakang



Masyarakat Bali, khususnya etnis Bali yang beragama Hindu, terkenal dengan kehidupan adat dan budayanya. Nilai adat dan budaya ini merupakan suatu ketentuan yang harus di ikuti  bagi masyarakat bali. Sebagai warganegara Indonesia, orang-orang Bali tentu saja juga tunduk  kepada hukum negara, yaitu peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Disamping tunduk kepada hukum negara, bagi orang Bali juga berlaku hukum adat, bahkan pada bidang bidang kehidupan tertentu, hukum adat Bali justru berlaku dengan sangat kuat terutama akibat  belum adanya hokum nasional yang mengatur bidang kehidupan tersebut. Kehidupan hukum adat bali ini merupakan suatu warisan dari leluhur terdahulu yang sampai sekarang terjaga dan dilakukan, walaupun memang ada beberapa bagaian dalam hukum adat bali mengalami suatu proses penyesuaian hukum sesuai perkembanghan jaman. Hukum adat bali bagi masyarakat masyarakat bali merupakan merupakan suatu petunjuk ,jalan, dan batasan batasan dalam melakukan melakukan suatu perbuatan dalam ranah hukum adat. Hingga begitu kentalnya hukum adat bali ini tidak  dapat dipisahkan dipisahkan dari ajaran agama, sehingga sulit bagi kita untuk membedakan antara hukum adat , dan mana agama, karena dalam hukum adat bali antara adat dan agama ini seolah menyatu, saling keterkaitan. Selain agama hukum adat bali ini juga sering dihubungkan dengan sejarah kehidupan masyarakat adat di bali, terutama kisah-kisah kerajaaan yang ada di bali yang memuat bagaimana system social masyarakat adat di Bali. Masyarakat Bali sejak zaman Mpu Kuturan mengenal sistem Kahyangan Tiga yang dalam kehidupan sosial masyarakatnya diimplementasikan dalam wadah desa pakraman yang terbagi lagi dalam konsep banjar-banjar. Konsep yang adiluhung ini sekaligus menjadi pilar utama kehidupan masyarakat Bali dalam menopang adat dan budayanya yang diwarisi sampai sekarang. Hukum adat bali tidak hanya meng mengat atur ur menge mengena naii masy masyar araka akatt adat adat teta tetapi pi juga juga prib pribad adi/ i/pe pero rora ranga ngan n terh terhad adap, ap, hak dan dan kewajibannya yang didasarkan atas kedudukannya(status social dan keturunan) serta mengenai sanksi atas pelanggaran hukum adat tersebut.
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 B.



Rumusan Masalah



1.



Baga Bagaim imana anakah kah huku hukum m pero perora ranga ngan n dida didala lam m hukum hukum adat adat bali bali ?



2.



Baga Bagaim imana anakah kah huku hukum m keke kekelu luar argaa gaan n dida didala lam m hukum hukum adat adat bali bali ?



3.



Baga Bagaim imana anakah kah huku hukum m perk perkaw awin inan an dida didala lam m hukum hukum adat adat bali bali ?



4.



Baga Bagaim iman anak akah ah huk hukum um war waris is dida didala lam m huku hukum m ada adatt bal balii ?



5.



Baga Bagaim imana anakah kah keb keber erad adaa aan n hukum hukum deli delik k adat adat yan yang g ada ada dala dalam m hukum hukum adat adat bal balii ?



C.



Tujuan



Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dilihat bahwa tujuan pembuatan makalah ini adalah agar kita dapat mengetahui hukum adat bali baik hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum delik adat.



D.



Manfaat



Dapat menambah wawasan kita terhadap Hukum Adat Bali juga sebagai sebuah kewajiban bagi kita kita teruta terutama ma mahasi mahasiswa swa asal asal bali bali untuk untuk menget mengetahui ahui adat adat bali, bali, sehing sehingga ga kita kita secara secara tidak  tidak  langsung sudah ikut berkontribusi dalam menjaga hukum adat bali..



BAB II PEMBAHASAN 2



 A.



Hukum Perorangan



Hukum Hukum Perora Peroranga ngan, n, adalah adalah keselu keseluruh ruhan an kaedah kaedah hukum hukum yang yang mengat mengatur ur keduduka kedudukan n manu manusi siaa



seba sebaga gaii



subj subjek ek huku hukum m



dan dan



wewe wewena nang ng untu untuk k



memp memper erol oleh eh,,



memi memili liki ki,,



dan dan



mempergunakan hak – hak dan kewajiban ke dalam lalu lintas hukum serta kecakapan untuk   bertindak sendiri melaksanakan hak – haknya, juga hal – hal yang mempengaruhi kedudukan subjek hukum. Dalam artian sempit hokum perorangan dapat diartikan sebagai hukum orang yang hanya ketentuan orang sebagai subjek hokum. Dan dalam artian yang luas Hukum orang tidak tidak hanya hanya ketent ketentuan uan orang



sebaga sebagaii subjek subjek hukum tetapi tetapi juga juga termas termasuk uk aturan aturan hukum



keluarga. Pengert Pengertian ian hukum hukum perora peroranga ngan n menuru menurutt subekt subektii adalah adalah peratu peraturan ran-pe -perat ratura uran n periha perihall kecakap kecakapan an untuk untuk memili memiliki ki hak dan kewaji kewajiban ban untuk untuk bertin bertindak dak sendir sendiri, i, melaks melaksana anakan kan hakhaknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Definisi ini terlalu sempit karena hukum perorangan tidak hanya mengkaji ketiga hal tersebut, namun juga mengkaji tentang domisili dan catatan sipil. Jadi, hukum perorangan adalah keselurah kaidah-kaidah hukum yang mengat mengatur ur tentan tentang g subyek subyek hukum hukum dan kewenan kewenangan, gan, kecaka kecakapan, pan, domisi domisili, li, dan catata catatan n sipil sipil.. Definisi ini dititikberatkan pada wewenang subyek hukum dan ruang lingkup peraturan hukum  perorangan. 1.Subjek Hukum Perorangan



Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yaitu : manusia (Natuurlijk   persoon) dan badan huum(rechts persoon). •



Manusia (Natuurlijk Persoon).



Manusia menurut pengertian hukum terdiri dari tiga pengertian : 1)



Mens, yaitu manusia dalam pengertian biologis yang mempunyai anggota



tubuh,kepala, tangan, kaki dan sebagainya. 2)



Persoon, Persoon, yaitu manusia manusia dalam dalam pengertian pengertian yuridi yuridis,bai s,baik k sebagi sebagi individu/p individu/pribadi ribadi maupun



sebagai makhluk yang melakukan hubungan Hukum dalam masyarakat. 3)



Rehts Subject (Subjek Hukum).yaitu manusia dalam hubungan dengan hubungan hukum



(rechts relatie), maka manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.
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 Pada azasny azasnyaa manusi manusiaa (natur (naturli lijk jk persoo persoon) n) merupak merupakan an subjek subjek hukum hukum (pendu (pendukung kung hak dan kewajiban ) sejak lahirnya sampai meninggal. Dapat dihitung surut, apabila memang untuk  kepentingannya, dimulai ketika orang tersebut masih berada di dalam kandungan ibunya. (Teori Fiksi Hukum). Bahkan pasal 2 KUH.Perdata mengatakan : “ Anak ada dalam kandungan seorang seorang perempuan perempuan dianggap dianggap telah dilahirkan dilahirkan (menjadi (menjadi subjek subjek hukum) bila mana kepentingan sianak menghendakinya misal mengenai pewarisan dan jika sianak mati sewaktu dilahirkan dianggap sebagai tidak pernah ada.” b)



Badan Hukum (Recht Person).



Badan Hukum adalah subjek hukum yang bukan manuia yang mempunyai wewenang dan cakap cakap bertin bertindak dak dalam dalam hukum hukum melalu melaluii wakilwakil-waki wakill atau atau penguru pengurusny snya. a. Sebagai Sebagai subjek  subjek  hukum yang bukan manusia tentu Badan Hukum mempunyai perbedaaan dengan Subjek hukum manusia manusia terutama terutama dalam lapangan lapangan Hukum Kekeluargaan Kekeluargaan seperti seperti kawin,berana kawin,beranak,memp k,mempunyai unyai kekuasaan sebagai suami atau orangtua dan sebagainya. 2. Cakap Hukum



Menurt hukum adat cakap melakukan melakukan perbuatan perbuatan hukum adalah orang-orang orang-orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa dalam hukum adat bukanlah umur tetapi kenyataan-kenyataan tertentu. ‘Soepomo’ memberikan cirri-ciri seseorang dianggap dewasa yaitu : a)



mampu bekerja (dapat mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan



dalam dalam kehidupa kehidupan n kemasy kemasyara arakata katan n serta serta dapat dapat memper mempertan tanggun ggungja gjawab wabkan kan sendir sendirii segala segala  perbuatannya.  b)



Cakap mengurus harta bendanya dan keperluannya sendiri.



c)



Tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tuanya.



Dibal Dibalii send sendir irii huku hukum m pero perora ranga ngan n ini ini di iden identi tikk kkan an denga dengan n tangg tanggun ungj gjaw awab ab sese seseor oran ang g  berdasarkan atas kasta. Kasta ini merupakan sistem pelapisan sosial yang bersifat turun temurun. Dimana antara kasta yang satu dengan yang lainnya memiliki tugas dan wewenang serta hak kewajiban yang berbeda-beda. Adapun kasta tersebut seperti : Brahmana. Ksatria, waisya, dan sudra. Namun seiring perkembangan jaman sistem kasta ini mulai tidak menjadi  pembatas antara kaum yang satu dengan lainnya. B. Hu Huku kum m Kek Kekel eluar uarga gaan an 1. Peng Penger ertia tian n Hukum Hukum Kekelu Kekeluar argaa gaan n
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 Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang yang bers bersan angku gkuta tan n denga dengan n kekel kekelua uarg rgaa aan n seda sedara rah h dan dan keke kekelu luar argaa gaan n kare karena na perk perkaw awin inan an (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan, keadaan tak hadir). Kekeluargaan sedara sedarah h adalah adalah pertal pertalian ian keluar keluarga ga yang yang terdap terdapat at antara antara beberap beberapaa orang orang yang mempun mempunyai yai keluhuran yang sama. Hukum keluarga adalah keseluruhan keseluruhan norma-norma norma-norma hukum, tertulis tertulis maupun tidak tertulis tertulis yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan hubungan kekeluargaan,  baik yang diakibatkan oleh hubungan darah maupun yang diakibatkan oleh suatu perbuatan tertentu. tertentu. Hukum adat yang mengatur mengatur tentang tentang bagaimana bagaimana kedudukan kedudukan pribadi pribadi seseorang seseorang sebagai anggota kerabat (keluarga), kedudukan anak terhadapa orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak. Perbua Perbuatan tan-pe -perbu rbuata atan n hukum hukum yang dapat dapat menimb menimbulk ulkan an hubunga hubungan n kekelua kekeluarga rgaan an antara antara lain lain adalah pengangkatan anak dan perkawinan. Hubungan-hubun Hubungan-hubungan gan kekaluargaan kekaluargaan itu berisi berisi hak-hak dan kewajiban-kew kewajiban-kewajiba ajiban n dalam kehidupan keluarga, seperti hak dan kewajiban anak terhadap orang tua atau sebaliknya hak dan kewajiban suami istri, dan seterusnya. Norma-norma hukum yang tidak tertulis dalam peraturan  perundang-undangan yang mengatur hubungan-hubungan tersebut di sebut hukum adat kekeluargaan. Hubun Hubunga gan n hukum hukum kekel kekelua uarg rgaa aan n yang yang diat diatur ur oleh oleh hukum hukum kelu keluar arga ga ini ini umum umumny nyaa diseba disebabkan bkan oleh oleh adanya adanya hubungan hubungan se-dar se-darah, ah, tetapi tetapi ternya ternyata ta tidak tidak semua semua hubunga hubungan n sedara sedarah h menimbulkan hubungan hukum kekeluargaan seperti misalnya kasus anakluar kawin yang tidak  memiliki hubungan hukum dengan bapak biologisnya. Sebali Sebaliknya knya tidak tidak semua semua hubunga hubungan n kekelua kekeluarga rgaan an diseba disebabkan bkan oleh oleh adanya adanya hubungan hubungan darah, darah, seperti terjadi dalam kasus anak angkat (sentana peperasan) •



Di Bali Sentana Sentana Peperasan Peperasan tidak semuanya semuanya memiliki memiliki hubungan darah dengan orang tua



angkat, tetapi karena sesuatu perbuatan hukum tertentu (pengangkatan anak) kemudian mereka mempunyai hubungan hukum kekeluargaan sama seperti hubungan anak kandung dengan orang tuanya. 5



 •



Jadi Ruang hukum adat Keluarga di Bali meliputi : hubungan hukum antara anak dengan



sanak sanak saudar saudaraa (kerab (kerabat) at) baik baik dari dari pihak pihak Bapak Bapak maupun maupun ibu, ibu, mengen mengenai ai pemeli pemelihar haraan aan anak  anak  dibawah umur terutama anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya.



Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri (suaminya). 2. Sist Sistem em Kek Kekel elua uarg rgaa aan n



•



Sistem Sistem kekeluargaan kekeluargaan diartikan diartikan sebagai cara menarik menarik garis keturunan, keturunan, sehingga sehingga dapat



diketahui dengan siapa seseorang mempunyai garis keturunan •



Secara umum sistem kekeluargaan di Indonesia dapat digolongkan atas tiga yaitu :



- Sistem kekeluargaan patrilinial - Sistem kekeluargaan matrilinial - Sistem kekeluargaan parental •



Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilinial atau kebapaan yang dikenal luas



dengan istilah kepurusa atau purusa. Prinsip ini sesuai dengan sistem kekeluargaan yaang dianut dalam kitab Manawa Dharmasastra, yang dikenal sebagai kitab hukum Hindu.



Hukum Hukum kelua keluarg rgaa yang yang berl berlak aku u dala dalam m suat suatu u masy masyar arak akat at sang sangat at dipen dipenga garu ruhi hi oleh oleh sist sistem em kekeluargaan kekeluargaan.. Sistem Sistem kekeluargaan kekeluargaan pada prinsipnya prinsipnya adalah suatu cara untuk menarik garis keturunan. keturunan. Sistem kekeluargaan kekeluargaan ini pula yang menjadi inti yang mempengaruhi mempengaruhi bidang bidang hukum perkawinan dan waris, menentukan bagaimana bentukbentuk perkawinan serta siapa yang bersta berstatus tus sebagai sebagai pelanj pelanjut ut keturu keturunan nan dan menjad menjadii ahli ahli waris waris dalam dalam keluar keluarga. ga. Sistem Sistem kekelua kekeluarga rgaan an yang berlak berlaku u di Indones Indonesia ia sangat sangat beraga beragam, m, dan untuk untuk Bali Bali berlak berlaku u sistem sistem kekeluargaan yang lebih dikenal dengan sistem kekeluargaan purusa. kekeluargaan purusa. Menurut Prof. Dr. Mr. Barend Ter Haar, BZn disebut sebagai Hukum Kesanak Saudaraan ( Verwantschaps Recht ) dan Djaren Saragih, S.H. ( 1984 : 113 ) menamakannya sebagai Huum 6



 Keluarga ( Hukum Kesanak Saudaraan ), sedangkan Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. ( 1992 : 201 201 ) meny menyeb ebut utka kan n seba sebaga gaii Huku Hukum m Adat Adat Keke Kekera rabt btan an.. Pada Pada dasa dasarn rnya ya Huku Hukum m Adat Adat Kekeluargaan atau Hukum Adat Kekerabatan, adalah :“ Hukum Adat yang mengatur tentang  bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat ( keluarga ), kedudukan anak  terhad terhadap ap orang orang tua dan sebali sebaliknya knya,, keduduka kedudukan n anak terhada terhadap p keraba kerabatt dan sebali sebaliknya knya dan masalah perwakilan anak ”. Dalam suasana Hukum Adat Indonesia, perbedaan dalam hubungan – hubungan yang ditimbulkan adalah merupakan akibat dari hubungan hukum yang disebut dengan Perkawinan dan hubunga hubungan n – hubungan hubungan hukum hukum Kesanak Kesanak Saudar Saudaraan aan,, selanj selanjutn utnya ya itupun itupun ditent ditentuka ukan n oleh oleh  bentuk perkawinan yang dilakukan antara kedua belah pihak mempelai. Demikian pula keduduk kedudukan an hukum hukum dan keanggo keanggotaa taan n dalam dalam keluar keluarga, ga, seoran seorang g anak ditent ditentuka ukan n oleh oleh bentuk  bentuk   perkawinan orang tua. 3. Hub Hubunga ungan n anak dengan dengan keluarga keluarganya nya



Pada umumnya hubungan anak dengan keluarganya ini sangat tergantung dari ke adaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Seperti yang kita ketahui di indonesia terdapat  persekutuan-persekutuan yang susunan masyarakatnya berdasarkan 3 (tiga) macam garis keturunan, yaitu : a.



Garis keturunan bapak (PATILINEAL)



 b.



Garis ketrunan ibu ( matrilinel )



c.



Garis keturunan ibu –bapak ( parental )



Dalam Dalam perset persetuan uan hukum hukum yang yang masyar masyarakat akatnya nya menganu menganutt garis garis keturu keturunan nan ibu bapak  bapak  (Parental) atau disebut juga masyarakat Bilateral hubungan anak dengan pihak bapak maupun ibunya adalah sama eratnya ataupun sama derajatnya, sehingga dengan susunan bilateral ini maka mengenai larangan perkawinan, warisan, kewajiban memelihara dan lain – lain hukum terhadap kedua belah pihak keluarga adalah sama. Lain halnya dalam persekutuan hukum yang sifatnya uni lateral ( baik patrilinear maupun matriinear ) hubungan hukum dari pihak ibu maupun dari bapak lebih penting penting atau lebih tinggi derajatnya. Akan tetapi dalam hal ini bukan 7



  berarti bahwa hubungan kekeluargaan dari salah atu pihak tidak di akui, masalahnya hanya  berhubungan dengan derajat saja yang berada secara graduasi. 4. Meme Memeli liha hara ra ana anak k piat piatu u



Apabila dalam suatu keluarga, salah satu dari orang tuanya, bapak atau ibunya, tidak ada lagi, maka kalau masih ada anak-anak yang belum dewasa, dalam susunan keturunan pihak   bapak-ibu orang tua yang masih hidup yang memelihara anak-anak tersebut lebih lanjut. Jika kedua-dua orang tua sudah tidak ada lagi, maka yang memelihara anak-anak yang ditinggalkan adalah salah satu dari keluarga pihak bapak atau pihak ibu yang terdekat serta  biasanya juga yang keadaannya yang paling memungkinkan untuk keperluan itu. 5. Menga Mengang ngkat kat anak anak (Ad (Adop opsi) si)



Mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Perbuatan mengangkat anak demikian ini adalah merupakan gejala yang umum dalam negara Indonesia. Diliha Dilihatt dari dari sudut sudut anak anak yang yang dipungu dipungut, t, maka maka dapat dapat dicata dicatatt adanya adanya pengangk pengangkata atann pengangkatan anak yang berikut: a. Mengang Mengangkat kat anak anak bukan bukan warga warga keluar keluarga ga Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat ia menjadi anak angkat. Lazimnya tindakan ini disertai dengan penyerahan baring barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula. Alasan adopsi adalah pada umumnya "takut tidak ada keturunan”. Adopsi harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepada adat. Adopsi demikian ini terdapat di daerah-daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias dan Kalimantan  b. Mengangkat anak dari kalangan keluarga 8



 Di Bali perbuatan ini disebut "nyentanayung". Anak lazimnya diambil dari salah suatu dan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut purusa, tetapi akhir-akhir ini dapat  pula anak diambil dari luar dan itu. Bahkan di beberapa desa dapat pula diambil anak dari lingkungan keluarga isteri (pradana). Prosedur pengambilan anak di Bali ini adalah seperti berikut: •



Orang



(laki-laki)



yang



ingin



mengangkat



anak



itu



lebih



dahulu



wajib



mernbicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang. •



Anak Anak yang yang akan akan dian diangk gkat at hubu hubung ngan an keke kekelu luar arga gaan an deng dengan an ibun ibunya ya dan dan deng dengan an kelu keluar argan ganya ya seca secara ra adat adat haru haruss diput diputus uska kan, n, yaitu yaitu denga dengan n jala jalan n memb membak akar ar benan benang g (hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar menurut adat seribu kepeng disertai pakaian wanita lengkap (hubungan anak dengan ibu menjadi putus).



•



Anak Anak kemud kemudia ian n dima dimasu sukka kkan n dalam dalam hubun hubunga gan n keke kekelu luar argaa gaan n dari dari keluar keluarga ga yang yang memungutnya; istilahnya diperas.



•



Pengumu Pengumuman man kepada kepada warga warga desa desa (siar) (siar);; untuk untuk siar siar ini pada pada jaman jaman keraja kerajaan an dahulu dahulu dibutuhkan izin raja, sebab pegawai kerajaan untuk keperluan adopsi ini membuat "surat  peras" (akta). c. Mengang Mengangkat kat anak anak dari kalan kalangan gan kepona keponakankan-kep keponak onakan an Perbuatan ini banyak terdapat di Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sebagai anak angkat ini adalah: Pertam Pertamaa : Karena Karena tidak tidak mempuny mempunyai ai anak anak sendir sendiri, i, sehing sehingga ga memung memungut ut keponak keponakan an



tersebut, merupakan jalan untuk mendapat keturunan. Kedua



: Karena belum dikurnia dikurnia anak, sehingga sehingga dengan memungut memungut keponakan keponakan ini



diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak. Ketiga Ketiga



: Terdor Terdorong ong oleh oleh rasa rasa kasiha kasihan n terhada terhadap p keponaka keponakan n yang yang bersangku bersangkutan tan,,



misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya. 9



 Dari pembahasan diatas saya dapat menyimpulkan bahwa hukum keluarga itu tidak lepas dari yang namanya perkawinan, karena keluarga ada dikarenakan adanya perkawinan. Kalau  berbicara masalah keluarga kita juga harus tahu apa itu perkawinan, karena perkawinan ada hubungan yang sangat erat dengan keluarga. Selain itu kita juga bisa mengetahui sumber hukum keluarga diantaranya sumber hukum keluarga tertulis dan sumber hukum keluarga yang tidak tertulis serta kita dapat mengetahui ruang lingkup hukum keluarga yakni perkawinan, putusnya perkawinan, dan harta benda dalam  perkawinan.



C. Hukum Perkawinan



Undang-Undang Undang-Undang R.I. No. 1/1974 pasal 1 menyebutkan menyebutkan bahwa perkawinan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk  membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Akta Perkawinan, Sesuai dengan Undang-Undang No. 1/1974 pasal 2, Akta Perkawinan itu dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Di Daerah Kabupaten yang kecil, pejabat catatan sipil kadang-kadang dirangkap oleh Bupati atau didelegasikan kepada Kepala Kecamatan. Jadi tugas cata catata tan n sipi sipill disi disini ni bukan bukanla lah h “men “menga gawi winka nkan” n” teta tetapi pi menc mencat atat atka kan n perk perkawi awina nan n itu itu agar  agar  mempunyai kekuatan hukum. UU Perkawinan no 1 th 1974, sahnya suatu perkawinan adalah sesuai hukum agama masing-masing. Jadi bagi umat Hindu, melalui proses upacara agama yang disebut “Mekalakalaan” (natab banten), biasanya dipuput oleh seorang pinandita. Didalam Hukum Adat Bali ada 4 sistem perkawinan : a.



Sistim Mapadik/Meminang/Meminta



Pihak calon suami meminta datang kerumah calon istri untuk mengadakan perkawinan;  b.



Sistim Ngerorod/Rangkat (kawin lari): 10



 Bentuk perkawinan cinta sama cinta berjalan berdua/beserta keluarga laki secara resmi tak  diketahui keluarga perempuan. c.



Sistim Nyentana/Nyeburin (selarian):



Bentuk perkawinan berdasarkan perubahan status sebagai purusa dari pihak wanita dan sebagai  pradana dari pihak laki. Perkawinan Pada Gelahang adalah “perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajran agama Hindu dan hukum adat Bali yang tidak termasuk perkawinan biasa (‘kawin ke luar’) dan juga tidak tidak termas termasuk uk perkaw perkawina inan n nyentan nyentanaa (‘kawi (‘kawin n ke dalam’ dalam’), ), melain melainkan kan suami suami dan istri istri tetap tetap  berstatus ke purusa dirumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab (swadharma). Tujuan Perkawinan / Wiwaha 1.



Tuju Tujuan an pokok pokok perka perkawi wina nan n adalah adalah terwu terwuju judn dnya ya kelua keluarg rgaa yang berb berbaha ahagi giaa lahir lahir bathi bathin. n.



Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur material dan non material. 2.



Unsu Unsurr mater materia iall adalah adalah tercu tercukup kupin inya ya kebut kebutuh uhan an sanda sandang, ng, panga pangan, n, dan papa papan/ n/ perum perumah ahan an



(yang semuanya disebut Artha). 3.



Unsu Unsurr non mat mater eria iall adala adalah h rasa rasa kedeka kedekata tan n dengan dengan Hya Hyang ng Widh Widhii (yang (yang dise disebut but Dha Dharm rma) a),,



kepuasan sex, kasih sayang antara suami-istri-anak, adanya keturunan, keamanan rumah tangga, harga diri keluarga, dan eksistensi sosial di masyarakat (yang semuanya disebut Kama).



D. Hukum Waris 1. Pengertian Hukum Waris menurut ahli :



a. Prof. Soepomo, merumuskan hukum waris adalah : Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.  b. Ter Haar, merumuskan hukum



waris adalah Hukum



waris meliputi peraturan-peraturan



hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu 11



  berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. c.Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyatakan : Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah  pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan sesorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.



2. Beberapa hal penting dalam Hukum Adat Waris : - Hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, misalnya Patrilineal, Matrilineal, dan Parental. - Peng Pengope opera ran n wari warisa san n dapat dapat terj terjadi adi pada pada masa masa pemi pemili likny knyaa masi masih h hidup hidup yang yang dise disebu butt “penghibahan” atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut warisan. - Dasar pembagian warisan adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris - Adanya persamaan hak para ahli waris - Harta warisan tidak dapat dipaksakan untuk dibagi para ahli waris. - Pembagian warisan dapat ditunda ataupun yang dibagikan hanya sebagian saja. - Harta warisan tidak merupakan satu kestuan, tetapi harus dilihat dari sifat, macam asal dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan tersebut.



3. Hukum Waris di dalam Adat Bali



Berbic Berbicara ara kehidupa kehidupan n bermas bermasyar yarakat akat sering seringkal kalii kita kita berhada berhadapan pan dengan dengan kesenj kesenjanga angan n sosial. Di Bali sebagian besar beraggapan bahwa kaum perempuan sering ditindas dan tidak  dihargai terutama persoalan pembagian waris. Hal ini disebabkan sistem kekeluargaan yang dianut di Bali. Suatu sistem apabila tidak dipahami secara benar maka akan melahirkan anggapan yang keliru bahkan menyesatkan. Waris memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia.Hukum waris adalah bagian dari hukum kekayaan, akan tetapi erat sekali kaitannya dengan hukum keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Dengan demikian, hukum waris termasuk bentuk campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan dan hukum keluarga. 12



 Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah kepurusaan atau purusa. Kepurusaan tidak  selalu keturunan berdasarkan garis laki-laki, adakalanya berdasarkan garis perempuan, terutama dalam perkawinan nyentana, ini terjadi bilamana sebuah keluarga tidak memiliki keturunan lakilaki. Sistim kewarisan menurut garis purusa yang sepenuhnya tidak identik dengan garis lurus laki-l laki-laki aki,, karena karena peremp perempuan uanpun pun bisa bisa menjad menjadii “Senta “Sentana na Rajeg” Rajeg” sebaga sebagaii penerus penerus keduduka kedudukan n sebagai kepala keluarga dan penerus keturunan keluarga. Prinsip-prinsip dalam kekeluargaan kepurusa sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam kitab Manawa Dharmasastra, yang dikenal sebagai salah satu kitab Hukum Hindu. hal ini tidak tidak terlep terlepas as dari dari agama agama yang dianut dianut mayori mayoritas tas penduduk penduduk masyar masyarakat akat Bali. Bali. Sistem Sistem kekeluargaan ini dalam ilmu hukum disebut sistem kekeluargaan patrilineal, sistem kekeluargaan ini dianut dalam masyarakat Batak, Nias, Sumba dan beberapa daerah lainnya. demikian juga halnya dalam pewarisan pewarisan ternyata ternyata prinsip-pr prinsip-prinsi insip p pewarisan pewarisan hampir hampir serupa dengan ketentuan ketentuan kitab Manawa Dharmasastra, hanya saja sedikit terjadi penyimpangan, dimana dalam Hukum Hindu perempuan mendapat seperempat, sedangkan di Bali perempuan tidak mendapat warisan. Seiring Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi informasi,, kaum perempuan mulai menuntut menuntut keseta kesetaraa raan n khususn khususnya ya dalam dalam hal pewari pewarisan san.. Sebagi Sebagian an peremp perempuan uan Hindu Hindu Bali Bali menghen menghendak dakii adanya pembagian warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan, hal ini dianggap sebagai sebuah keadilan. Di Indonesia, sistem pewarisan menggunakan tiga sistem yaitu (1) sistem hukum waris Islam, (2) sistem hukum kewarisan perdata barat dari Burgerlijk Wetboek (BW) atau umum dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan (3) sistem hukum adat. Tampaknya tuntutan  pembagian warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi sistem kewarisan dalam dalam hukum hukum kewari kewarisan san perdat perdataa barat barat (BW), (BW), dimana dimana keturu keturunan nan laki-l laki-laki aki dan peremp perempuan uan mendap mendapat at warisa warisan n yang yang sama. sama. Sedangka Sedangkan n di Bali Bali sistem sistem kewari kewarisan san menggun menggunaka akan n sistem sistem kewarisan adat yang dijiwai Hukum Agama Hindu. Berbicara warisan memang seolah-olah ada kesenjangan didalam hukum adat Bali, tetapi sebenarnya sebenarnya tidak demikian. demikian. Berbicara Berbicara warisan adalah berbicara berbicara hak dan kewajiban. kewajiban. Perempuan Perempuan Bali pada umumnya hanya sedikit mendapatkan warisan bahkan hampir tidak mendapat warisan sedangkan lelaki mendapat warisan lebih besar. Perempuan yang kawin adalah wajar mendapat sediki sedikitt warisa warisan n dari dari orang orang tua kandung kandungnya nya karena karena ia akan melakukan melakukan kewaji kewajiban ban di rumah rumah 13



 suamin suaminya ya dan mendap mendapat at warisa warisan n bersam bersamaa sang sang suami. suami. sedang sedangkan kan seoran seorang g laki-l laki-laki aki akan akan melaksanaka melaksanakan n kewajiban kewajiban yang besar terhadap terhadap leluhurnya leluhurnya misalnya upacara “ngaben”, “ngaben”, sehingga sehingga wajar ia mendapatkan warisan lebih besar pula. Menurut Ketut Sri Utari (2006), Konsep warisan dalam hukum adat bali memiliki beda makna dengan warisan dalam pengertian hukum barat, yang selalu merupakan hak dan bersifat materiil atau memiliki nilai uang. Di Bali warisan mengandung hak dan kewajiban yang tidak   bisa ditolak bersifat materiil maupun inmaterial. inmaterial. Laki-laki menerima warisan biasanya berupa: 1) Kewajiban terhadap Desa Adat 2) Kewajiban menjaga kelangsungan ibadah pura, pemerajan yang bersifat dewa yadnya 3) Kewajiban melakukan manusia yadnya dan pitra yadnya terhadap anggota keluarga, orang tua maupun saudari perempuannya yang janda atau gadis. 4) Kewajiban melanjutkan keturunan dengan memiliki anak kandung atau anak angkat 5) Mewarisi harta kekayaan keluarga sebaliknya juga semua hutang piutang. 6) Meme Memeli liha hara ra hidu hidup p angg anggot otaa kelu keluar arga ga term termas asuk uk saud saudar arii-sa saud udar arii yang yang menj menjad adii tanggungjawabnya. Dari 6 angka di atas ternyata ternyata 5 merupakan merupakan kewajiban dan hanya satu hak mewaris harta kekayaan. Akan sangat beruntung anak laki-laki bila orang tua kaya, tetapi lebih banyak yang apes/tidak beruntung bila hidup mereka pas-pasan dan bahkan bila sangat miskin seperti itu, tanggungjawab tetap harus dipikulnya. Apabila Apabila berbicara berbicara warisan tidak berpedoman pada hak dan kewajiban maka akan terjadi kesesatan dalam berpikir. Seperti beberapa daftar kewajiban utama keturunan laki-laki maka dapat disimpulkan kewajiban dan tanggung jawab keturunan laki-laki begitu berat. Sehingga wajar mendapat warisan lebih besar. Selain itu sebenarnya hukum Hindu (adat) juga tidak melarang orang tua memberi hibah  berupa tanah untuk anak perempuannya yang kawin, inilah yang disebut dengan harta tatadan, tentu wewenang sepenuhnya ada pada orang tua. Seorang perempuan Hindu yang kawin juga mendapat “bekel” atau harta bawaan dan apabila ditinjau dari sudut pandang hukum Hindu  perempuan mendapat bagian warisan seperempat dari keturunan laki-laki. Sebagai akibat hukum yang timbul atas pemberian harta tatadan, harus merawat orang tua nantinya kalau ia sudah sakit-sakitan sebagai wujud bhakti anak terhadap orang tua dan juga harus memelihara harta tatadan yang diberikan oleh orang tuanya. Dikemudian hari, bilamana 14



 diper diperlu luka kan n oleh oleh oran orang g tuann tuannya ya,, nisc niscay ayaa dapat dapat dima dimanf nfaa aatk tkan an.. Hal Hal ini ini waja wajarr seba sebab b suda sudah h merupakan hukum siapa yang menerima hak maka akan melakukan kewajiban. Apabil Apabilaa kita kita bandin bandingkan gkan dengan dengan siste sistem m kewari kewarisan san perdat perdataa barat barat (BW) (BW) yang yang hanya hanya  berorientasi pada pembagian harta benda saja memang tampak pembagian warisan hukum Hindu maupun hukum adat Bali seolah-olah tidak adil. Tetapi apabila dilihat dari hak dan kewajiban  justru pembagian warisan yang sama bukanlah sebuah keadilan melainkan ketidak adilan. Bagimanapun juga adat ketimuran selalu mengedapankan kewajiban kemudian hak mengikuti. Demikian pula halnya dalam hukum waris, siapa yang menanggung kewajiban maka ia pula yang mendapatkan hak, dalam hal ini hak berupa warisan. Seharusnya perempuan merasa beruntung menjadi individu yang bebas mengekspresikan dirinya, tak terikat kewajiban keluarga akibat hukum tidak menerima hak berupa warisan. Perlu ditekankan kembali bahwa pada dasarnya warisan bukan uttuk dibagi-bagi melainkan untuk  dipelihara dan dijaga bersama, terutama warisan yang berupa tanah dan pura keluarga. Selain itu  pula berdasarkan “Peraturan (Peswara) tanggal, 13 Oktober 1900 tentang hukum waris berlaku  bagi penduduk Hindu Bali dari Kabupaten Buleleng” dikeluarkan oleh Residen Bali dan Lombok  dengan permusyawarahan bersama-sama Pedanda-pedanda dan punggawa-punggawa[6], pasal 1 ayat 2 dnyatakan “Sebelum pengabenan diselenggarakan, dilarang melakukan pembagian atas harta peninggalan itu atau melepaskan (mendjual, menggadaikan, dsb), ketjuali untuk keperluan tersebut’. Selanjutnya pasal 2 ayat 1 dinyatakan pula bahwa sisa dari pembiayaan tersebut digunakan digunakan untuk keperluan-keperlua keperluan-keperluan n keluarga keluarga yang ditinggalk ditinggalkan an (mungkin (mungkin maksudnya maksudnya istri istri sang pewaris, anak angkat, dsb). Dalam hukum adat Bali, dalam pewarisan pada prinsipnya  berlaku asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik kewajiban material maupun imma immate teri riil il.. Kewa Kewaji jiba banke nkewa waji jiba ban n yang yang bers bersif ifat at mate materr rril il anta antara ra lain lain meli meliput putii kewaj kewajib iban an  pemeliharaan timbal balik antara anak dengan orang tua, baik ketika orang tua masih hidup ataupun setelah meninggal. Kewajiban yang bersifat immateriil, antara lain meliputi tanggung  jawab terhadap kelangsungan tempat suci (sanggah,merajan) dimana para roh leluhur  disemayamkan. Pengabaian terhadap kewajibankewajiban tersebut dapat menyebabkan gugurnya hak seseorang sebagai ahli waris.



E. Hu Huku kum m Deli Delik k Adat Adat 1. Huk ukum um Deli Delik k Ada Adatt 15



 Ruang lingkup Delik Adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum  pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris. Didalam setiap masyarakat pasti akan terdapat ukuran mengenai hal apa yang baik dan apa yang buruk. Peri Periha hall apa apa yang yang buru buruk k atau atau sika sikap p tind tindak ak yang yang dipa dipand ndan ang g sang sangat at terc tercel elaa itu itu akan akan mendapatkan imbalan yang negative/sanksi. Soepomo menyatakan bahwa Delik Adat : “ Segala perbuatan atau kejadian yang sangat menggangu kekuatan batin masyarakat, segala  perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya” Selanjutnya dinyatakan pula : “Delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat”. Walaupu Walaupun n agak agak abstr abstrak, ak, tetapi tetapi dapat dapat dipero diperoleh leh suatu suatu pedoma pedoman n sebagai sebagai ukuran ukuran dalam dalam menentukan sikap-tindak yang merupakan kejahatan, yaitu sikap tindak yang mencerminkan ketertiban batin masyarakat dengan ketertiban dunia gaib. Dengan demikian (Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto mengatakan : “... menurut pandangan adat, ketertiban ada dalam alam semesta atau osmos. Kegia Kegiata tann-ke kegi giat atan an untu untuk k meme memenu nuhi hi kebut kebutuh uhan an masy masyar araka akatt sert sertaa warg wargaa –war –warga gany nyaa ditempatkan didalam garis ketertiban kosmis tersebut. Bagi setiap orang garis ketertiban kosmis tersebut harus dijalnkan dengan spontan atau serta merta........ .Penyelewengan atau sikap-tindak (perikelakuan) yang menggangu keseimbangan kosmis, maka para pelakunya harus mengembalikan keslarasan yang semula” Menurut Menurut Teer Haar, suatu suatu delik itu sebagai sebagai tiap-tiap tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang materiil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan orang-o orang-oran rang g yang yang menyeba menyebabka bkan n timbu timbulny lnyaa suatu suatu reaksi reaksi adat, adat, yang dengan dengan reaksi reaksi ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali. Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadi keadila lan n dan dan kepat kepatuh uhann annya ya yang yang hidu hidup p dala dalam m masy masyar arak akat at,, sehi sehingg nggaa menye menyeba babka bkan n tergang tergangguny gunyaa ketent ketentram raman an serta serta keseim keseimbang bangan an masyar masyaraka akatt yang bersan bersangku gkutan tan,, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat.
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 Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat diambil suatu landasan untuk dapat menentukan sikap-tindak yang dipandang sebagai suatu kejahatan, dan merupakan petunjuk mengenai reaksi adat yang akan diberikan. Dengan memperhatikan pandangan di atas, maka dapat diadakan klasifikasi beberapa sikaptindak yang merupakan kejahatan, yaitu : A. Kejahatan karena merusak dasar susunan masyarakat. 1) kejahatan kejahatan yang merupakan perkara sumbang, yaitu mereka yang melakukan melakukan perkawinan,  padahal diantara mereka itu berlaku larangan perkawinan. Larangan perkawinan itu dapat  berdasarkan atas : a. eratnya ikatan hubungan darah  b. struktur social (stratifikasi (stratifikasi social), misalnya antara mereka yang tidak sederajat 2) kejahatan melarikan gadis (“schaking”), walaupun untuk dikawini B. Kejahatan terhadap jiwa, harta, dan masyarakat pada umumnya 1. Kejahatan terhadap kepala adat 2. Pembakaran 3. Penghianatan 2. Beberapa jenis delik dalam lapangan hukum adat



a. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahirdan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat  b. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat. c. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung d. Segala perbutan dan kekuatan yang menggangu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat e. Delik yang merusak dasar susunan masyarkat, misalnya incest f. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili g. Delik yang melanggar kehormatan famili serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami. h. Delik mengeani badan seseorang misalnya malukai 3. Obyek delik adat 17



 Didalam bagian ini akan dijelaskan perihal reaksi masyarakat terhadap perilaku yang dian diangga ggap p menye menyele lewe weng. ng. Untuk Untuk hal ini, ini, masy masyar arak akat at yang yang diwa diwaki kili li oleh oleh pemi pemimp mpin in- pemimpinnya, telah menggariskan ketentuan-ketentuan tertentu didalam hukum adat, yang fungsi utamanya, adalah sebagai berikut : a. Merumuskan pedoman bagaiman warga masyarakat seharusnya berperilaku , sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat  b. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban. c. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan. Dengan demikian maka perilaku tertentu akan mendapatkan reaksi tertentu pula. Apabila reaksi tersebut bersifat negative, maka masyarakat menghendaki adanya pemulihan keadaan yang diangga dianggap p telah telah rusak rusak oleh oleh sebab sebab peril perilakup akuperi erilak laku u terten tertentu tu (yang (yang diangga dianggap p sebagai sebagai  penyelewengan) Didalam praktek kehidupan sehari-hari, memang sulit untuk memisahkan reaksi adat dengan koreksi, yang seringkali dianggap sebagai tahap-tahap yang saling mengikuti. Secara teoritis, maka reaksi merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu, yang kemudi kemudian an diikut diikutii dengan dengan usaha usaha untuk untuk memper memperbai baiki ki keadaan keadaan,, yaitu yaitu koreks koreksii yang yang mungkin berwujud sanksi negatif . Rekasi adat merupakan suatu perilaku untuk memberikan, klasif klasifika ikasi si terten tertentu tu pada pada perila perilaku ku terten tertentu, tu, sedangk sedangkan an koreks koreksii merupa merupakan kan usaha usaha untuk  untuk  memulihkan perimbangan antara dunia lahir dengan gaib. Betapa sulitnya untuk memisahkan kedua tahap tersebut, tampak, antara lain dari pernyataan Soepomo yang mencakup : a. pengganti pengganti kerugian kerugian “imateriel” dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan  b. bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai  pengganti kerugian rohani. c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib d. Penutup malu, permintaan maaf  e. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di lua tata hukum 18



 Denga Dengan n demik demikia ian, n, maka maka baik baik reak reaksi si adat adat maupu maupunk nkor orek eksi si,, teru teruta tama ma bert bertuj ujua uan n untu untuk  k  emmulihkan keseimbangan kosmis, yang mungkin sekali mempunyai akibat pada warga masyarakat yang melakukan penyelewengan. 4. Petugas hukum untuk perkara adat



Menu Menuru rutt Unda Undang ng-U -Und ndang ang Daru Darura ratt No. No. 1/19 1/1951 51 yang yang memp memper erta tahan hankan kan keten ketentu tuan an-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 9 Maret 1935 Ataatblad No. 102 tahun 1955, Statblad  No. 102/1945 maka hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik adat. Didalam kenyataan sekarang ini, hakim perdamaian desa biasanya memeriksa delik adat yang tidak juga sekaligus delik menurut KUH Pidana. Delik-delik adat yang juga merupakan delik menurut KUH Pidana, rakyat desa lambat laun telah menerima dan menganmgap sebagai sutu yang wajar bila yang bersalah itu diadili serta dijatuhi hukuman oleh hakim pengadilan Negeri dengan pidana yang ditentukan oleh KUH Pidana. Untuk meningkatkan pemaman kita terkait hokum delik adat ini, berikut kami akan memberikan contoh terkait berlakunya hokum delik adat di bali : Seorang lakilaki bernama Nyoman T warga Banjar bekerja sebagai pegawai negeri sipil dengan karir yang bagus karena dengan cepat ia dapat meraih posisi sebagai pejabat eselon III, disuatu isntansi pemerintah. Karena pekerjaannya itu ia kemudian tinggal di kota Denpasar. Karena kesibukannya kesibukannya sebagai PNS dan tinggal tinggal jauh dari desa kelahirannya kelahirannya maka ia tidak dapat bergaul bergaul seharihari dengan tetangga- tetangganya sesama warga Banjar C. Ia juga jarang sekali mendapat informasi mengenai kegiatankegiatan adat dan agama yang berlangsung di banjarnya sehingga ia tidak dapat mengikuti kegiatankegiatan tersebut. Dalam suatu sangkepan suatu sangkepan banjar , Nyoman T dan keluarganya dijatuhi sanksi adat kasepekang atas kasepekang  atas dasar telah melakukan pelanggaran adat, yaitu tidak membayar  membayar  urunan ke banjar selama 3 tahun berturutturut. Suatu ketika istri Nyoman T meninggal, Kelian Banjar C atas nama kerama banjar C melarang. Nyoman T menguburkan  jenasah istrinya di setra di setra milik Banjar C.
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 BAB III PENUTUP A. Kesi Kesimp mpul ulan an Dari uraian makalah kami ini dapat kami simpulkan bahwa hukum adat bali meru merupak pakan an seku sekump mpul ulan an perat peratur uran an baik baik tert tertul ulis is/a /awi wig-a g-awi wig g maupu maupun n tida tidak k tert tertul ulis is  berdasarkan atas kebiasaan yang menjadi arah dan petunjuk dan batasan terhadap aktivitas agama ataupun perbuatan anggota masyarakat adat. Adapun beberapa contoh hokum adat bali itu mengatur baik hokum perorangan, hokum kekeluargaan, hokum waris, hokum perkawinan dan hokum delik adat. Selain itu hokum adat bali juga sangat erat erat kaitan kaitannya nya bahkan bahkan tidak tidak terpis terpisahk ahkan an dengan dengan agama agama hindu, hindu, karena karena beberap beberapaa dari dari 20



 hukum adat yang ada bersumber dari ajaran agama. Sehingga kadang sulit dibedakan antara hukum adat dengan agama. Sehingga hokum adat bali ini pada akhirnya akan menunjukkan menunjukkan jiwa/roh jiwa/roh masyarakat masyarakat bali yang kental dengan budaya, dan tradisinya. tradisinya. Dari hokum adat bali itu merupakan perwujudan dari konsep Tri Hita Karane , Bagaimana menjal menjalin in hubunga hubungan n yang harmon harmonis is antara antara manusi manusiaa dengan dengan tuhan, tuhan, manusi manusiaa dengan dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. B. Saran Meliha Melihatt perkem perkembang bangan an jaman jaman tentu tentu membawa membawa perubah perubahan, an, karena karena sifat sifat hokum hokum yang mengikuti pekembangan manusia , begitu juga hokum adat bali sehingga untuk dapat mema memaham hamii seca secara ra uuh uuh hokum hokum adat adat bali bali perl perlu u peng pengkaj kajia ian n menge mengena naii baga bagaim iman anaa  perkembangan hokum adat di bali.
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